MATRIK CASCADING KINERJA BERDASARKAN RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

TUJUAN PERANGKAT INDIKATOR TUJUAN ESELON I ESELON Il ESELON IV
DAERAH
PENANGGUNG
PENYESUAIAN DENGAN RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023 JAWAB
KABUPATEN BANGKALAN (KEPALA DAERAH) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
T B B 7 B B 7 0 T
Terwujudnya kerukunan hidup | Persentase potensi maupun T fasilitasi kegiatan yang | Program Pemerintahan dan | Persentase Pelaksanaan | Kegiatan Evaluasi Persentase Terlaksananya BAGIAN
bermasyarakat kasus politik/ bela Negara |k keg difasilitasi Kesejahteraan Rakyat Koordinasi, Fasilitasi dan | Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan Pembinaan Mental KESEJAHTERAAN
yang terselesaikan dan meningkatnya peran Monev Bidang Kesejahteraan | Kesejahteraan Rakyat Spiritual dan Kesejahteraan RAKYAT
kebijakan daerah dalam Keagamaan
penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten
Bangkalan
Meningkatkan Tata Kelola Nilai evaluasi kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan _|Jumiah Kegiatan Evaluasi,
Daerah Kabupaten pemerintah Kebijakan dan Capaian Pelaksanaan Kebijakan dan
Bangkalan daerah (LPPD) Kinerja Terkait Capaian Kinerja Terkait
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Kegiatan Fasiltasi
0 Bina Mental 9 Bina Mental Spiritual
Sririnual
Sub Kegiatan Pelaksanaan | Jumlah Kegiatan Evaluasi,
Kebijakan dan Capaian Pelaksanaan Kebijakan dan
Wineria Tarkait Canaian Kineria Terkait
Persentase rumusan kebijakan daerah | Program Gan T Kegiatan Tata g BAGIAN
yang menjadi kebijakan daerah; Rakyat Laporan v Laporan PEMERINTAHAN
a. Bidang Pemerintahan Penyelenggara Pemerintah Penyelenggara Pemerintah Daerah
b. Bidang Perekonomian Daerah
Bidang PBJ
4. Bidang Pembangunan Sub Kegiatan penataan Jumlah Dokumen Penataan
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi
Pelaksanaan Otonmi Pelaksanaan Otonomi
Daerah Daerah dan Keria Sama
'Sub Kegiatan Pengelolaan | Jumiah Dokumen Pengelolaan
Administrasi Administrasi
Kewilayahan
Program Gan Kegiatan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi BAGIAN
Pembangunan kebijakan bidang Kebijakan Perekonomian  [yang dilakukan PEREKONOMIAN

Sub Kegiatan Koordinasi,

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi

Persen

tase rancangan produk hukum

daerah yang menjadi produk hukum

daerah

DAN SUMBER DAYA

ditindaklanjuti
g Monitoring dan  |Bidang BUMD ALAM
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan
BLUD
'Sub Kegiatan Pengendalian | Jumiah Koordinasi dan Fasilitasi
dan Distribusi Perekonomian [Bidang Perekonomian
'Sub Kegiatan Perencanaan _|Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
dan Pengawasan Ekonomi | Bidang Ekonomi Mikro Kecil
Mikro Kecil
Program Perekonomian dan | Persentase Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan BAGIAN
Pembangunan Bidang ADMINISTRASI
Pembangunan PEMBANGUNAN
Sub Kegiatan Fasilitasi Persentase Fasiltasi Pelaksanaan
Penyusunan Program Rakor PD Lingkup Asisten I
Pembangunan
'Sub Kegiatan Pengendalian _|jumlah laporan monitoring kegiatan
dan Evaluasi Program fisik konstruksi
Sub Kegiatan Pengelolaan | Jumiah Dokumen Informasi
Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan
Program Perekonomian dan | indek Kepuasan Pemerintah | Kegiatan Pengelolaan Persentase pengadaan barang dan BAGIAN
Pembangunan Daerah terhadap Pelayanan | Pengadaan Barang dan Jasa |jasa yang terfasilitasi PENGADAAN
Pelelangan PBJ BARANG/ JASA
'Sub Kegiatan Pengs pengadaan barang dan
Pengadaan Barangdan Jasa |jasa yang difasilitasi
Sub Kegiatan Pengelolaan | Prosentase pengelolaan LPSE
LayananPengadaan secara  [yang terfasilitasi
Elektronik
Sub Kegiatan Pembinaan dan | Prosentase pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang [advokasi pengadaan barangfjasa
dan Jasa yang difasilitasi
Program dan Kegiatan Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi BAGIAN
Pembangunan kebijakan bidang Kebijakan Sumber Daya Alam [ Bidang Sumber Daya Alam PEREKONOMIAN

perekonomian yang

Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
Bidang Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan

sub kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
Bidang Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Program Pemerintahan dan
Rakyat

Persentase Produk Hukum
Daerah yang

Sub Kegiatan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi
Kebijakan

Fneroi

Kegiatan Fasilitasi dan
Hukum

dipublikasikan dan bantuan
hukum yang diselesaikan

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi
Bidang Energi dan Air

Persentase Terlaksananya
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Produk Hukum
Daerah

Jumlah Peraturan Daerah yang
disusun

[jumlah peraturan bupati yang
disusun

Jumlah Keputusan Bupati yang
disusun

Jumlah Kajian Akademis yang
disusun

Sub Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum

Jumlah Kasus dilingkungan
Pemerintah daerah dan
Masyarakat Miskin yang difasilitasi

Jumiah Laporan Hak Asasi
Manusia yang disusun

Sub Kegiatan

Jumlah Publikasi Peraturan

Produk
Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum

'g-undangan yang
dilaksanakan

Jumlah Jenis Buku Peraturan
Perundang-undangan yang
didokumentasikan

Jumlah Aparatur dan Masyarakat
yang diberikan Penyuluhan Hukum

DAN SUMBER DAYA
ALAM

BAGIAN HUKUM

kinerja urusan
Sekretariat Daerah

Kinerja
program urusan Sekretariat
Daerah

T pelayanan

Indeks Kepuasan Internal Pelayanan

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

urusan
pemerintahan

dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

d
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

]

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Daerah Yang Tersusun

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Yang Tersusun

BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN




TUJUAN PERANGKAT
DAERAH

INDIKATOR TUJUAN

ESELON Il

ESELON Il

ESELON IV

PENANGGUNG
PENYESUAIAN DENGAN RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023
KABUPATEN BANGKALAN (KEPALA DAERAH) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
Koordinasi dan Penyusunan | Jumiah Dokumen Perubahan RKA-
Dokumen Perubahan RKA-  [SKPD Yang Tersusun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan | Jumiah Dokumen DPA-SKPD
DPA-SKPD Yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan - [Jumlah Dokumen Perubahan DPA- | BAGIAN
Perubahan DPA-SKPD SKPD Yang Tersusun PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan | Capaian Kinerja Dan Ikhtisari
Ikhtisar Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Yang Di
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
Daerah Pemerintah Daerah dan Laporan
Pengawasan Evaluasi
Renja/RKPD
Kegiatan Keuangan
Keuangan Perangkat Daerah [Perangkat Daerah yang terpenuhi
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumiah Penyediaan Gaji Dan
Gaji dan Tunjangan ASN [ Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Jumlah bahan
Penatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Pengujian/ Verifikasi SKPD
Keuangan SKPD
dan Jumlah koordinasi
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Laporan Keuangan Akhir [ Tahun SKPD yang tersusun
Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan | Jumiah Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an
Bulanan/Triwulanan/Sem  [SKPD yang tersusun
esteran SKPD
Kegiatan Barang Barang BAGIAN UMUM
Milik Daerah pada Perangkat [Milik Daerah pada Perangkat
Daerah Daerah yang tersusun
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah SKPD ~ [SKPD yang tersusun
Sub Kegiatan Pembinaan, | Jumiah Pembinaan, Pengawasan
Pengawasan, dan dan Pengendalian Barang Milik
Pengendalian Barang Milik  [Daerah
Daerah pada SKPD
Sub Kegiatan Rekonsiliasi  [Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan BAGIAN UMUM
dan Penyusunan Laporan  [Laporan Barang Milik Daerah pada
Barang Milik Daerah pada ~ [SKPD
SKPD
Sub Kegiatan Jumlah Laporan
Barang Milik Daerah pada  [Barang Milik Daerah Pada SKPD
SKPD
Kegiatan
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah yang terlaksana
'Sub Kegiatan Pengadaan | Jumiah Pengadaan Pakaian Dinas
Pakaian Dinas Beserta Atribut | Beserta Atribut Kelengkapannya
Kelengkapannya
Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan Sosialisasi Jumlah Koordinasi Bidang Cukai BAGIAN

Peraturan Perundang-

PEREKONOMIAN

Undangan DAN SUMBER DAYA
ALAM
Sub kegiatan Bimbingan | Jumiah Peserta Bimbingan Teknis BAGIAN UMUM
Teknis Implementasi Implementasi Peraturan
Peraturan Perundang- g- Undangan
Undangan
Kegiatan Administrasi Umum | Persentase Penyediaan
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Penyediaan Komponen
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan | Bangunan Kantor
Kantor
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Penyediaan Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan | Perlengkapan Kantor
Kantor
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Penyediaan Bahan Logistik
Bahan Kantor
Loaistik Kantor
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Penyediaan Barang
Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Penyediaan Bahan Bacaan
Bahan Bacaan dan Peraturan |dan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan undangan
Sub kegiatan Jumlah Penyelenggaraan Rapat BAGIAN UMUM

dan Konsultasi SKPD

Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah yang
terlaksana

Sub kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
diadakan

Sub kegiatan Pengadaan
Mebel

Jumiah Mebel yang diadakan

Sub kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan

Gedung Kantor atau Lainnya yang diadakan

Bangunan

Kegiatan Peny Jasa Jasa
jang Urusan jang Urusan Pemerintahan

Pemerintahan Daerah

Daerah

Sub kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

Jumiah Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

'Sub kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

'Sub kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumiah Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

'Sub kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumiah Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor




TUJUAN PERANGKAT
DAERAH

INDIKATOR TUJUAN

ESELON Il

ESELON Il

ESELON IV

PENANGGUNG
PENYESUAIAN DENGAN RPJMD PERUBAHAN 2018 - 2023
KABUPATEN BANGKALAN (KEPALA DAERAH) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR
Kegiatan Barang
Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan
isan Daerah yang
Pemerintahan Daerah terlaksana
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Jasa Pemelinaraan, Biaya
Jasa Pemeliharaan, Biaya | Pemelinaraan, dan Pajak
dan Pajak \gan Dinas atau
gan Dinas Dinas Jabatan yang
atau Kendaraan Dinas disediakan
Jabatan
Sub kegiatan Penyediaan | Jumlah Jasa Pemelinaraan, Biaya BAGIAN UMUM
Jasa Pemeliharaan, Biaya | Pemelinaraan, Pajak dan Perizinan
Pajak, dan Dinas Operasional atau
Perizinan Kendaraan Dinas | Lapangan yang disediakan
Operasional atau
Sub kegiatan Pemeliharaan/ | Jumiah Gedung Kantor dan
Rehabilitasi Gedung Kantor ~ [Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya dipeliharal direhabilitasi
Sub kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemelinharaan/Rehabilitas i | Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Lainnya yang
Gedung Kantor atau dipelihara/direnabiltasi
Banaunan Lainnva
Kegiatan Keuangan
Keuangan dan Operasional  [dan Operasional Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil  [dan Wakil Kepala Daerah yang
Kepala Daerah terpenuhi
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Gaji dan Tunjangan Kepalal
Gaji dan Tunjangan Kepala | Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Daerah dan Wakil Kepala | yang disediakan
Daerah
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Pakaian Dinas dan Atribut
Pakaian Dinas dan Atribut | Kelengkapan Kepala Daerah dan
Kelengkapan Kepala Daerah |Wakil Kepala Daerah yang
dan Wakil Kepala Daerah | disediakan
Sub kegiatan Pelaksanaan | Jumiah Medical Check Up Kepala
Medical Check Up Kepala  [Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Daerah dan Wakil yang dilaksanakan
Kepala Daerah
Sub kegiatan Penyediaan | Jumiah Dana Penunjang
Dana Penunjang Operasional | Operasional Kepala Daerah dan
Kepala Daerah dan Wakil  |Wakil Kepala Daerah yang
Kepala Daerah disediakan
Kegiatan Fasilitasi Persentase Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah yang
Daerah terfasiltasi
Sub Kegiatan Penyediaan _|Jumiah Kebutuhan Rumah Tangga
Kebutuhan Rumah Tangga [Kepala Daerah yang disediakan
Kepala
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan [ Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga| ~ BAGIAN UMUM
Kebutuhan Rumah Tangga ~ |Wakil Kepala Daerah yang
Wakil Kepala Daerah disediakan
Sub Kegiatan Penyediaan | Jumiah Kebutuhan Rumah Tanggal
Rumah Tangga Daerah yang
Daerah
Persentase tersajikannya capaian IKU | Program Penunjang Urusan Prosentase terfasilitasinya | Kegiatan Penataan Persentase Dokumen Penataan BAGIAN
Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP Pemerintahan Daerah Kab kegiatan bidang penataan Organisasi Organisasi yang tersusun ORGANISASI

I Kota

organisasi

'Sub kegiatan Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

Jumlah dokumen Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis
Jabatan yang

'Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan
Tata Laksana

terss
Jumlah dokumen Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana vana tersusun

'Sub Kegiatan Peningkatan
Kinerja dan Reformasi
|Birokrasi

Jumlah dokumen peningkatan
Kinerja dan Reformasi Birokrasi
yang tersusun

Sub Kegiatan Monitoring,
evaluasi, dan pengendalian
kualitas Pelayanan

Publik dan Tata Laksana

Jumlah Monitoring, _evaluasi, dan
pengendalian kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Laksana yang
tersusun

'Sub Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah

Daerah

Jumlah dokumen Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah yang tersusun

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kab
I Kota

Persentase pelayanan kepala
daerah dan wakil kepala
daerah yang difasilitasi

Kegiatan Pelaksanaan
Protokol dan Komunikasi
Pimpinan

Sub kegiatan fasilitasi
keprotokolan

Jumlah Fasilitasi Keprotokolan

Sub kegiatan Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan

Jumiah Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan

Sub kegiatan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Jumlah Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN




POHON KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKALAN

Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

Indikator Tujuan :
Persentase potensi maupun kasus SARA/Politik/Bela Negara
yang terselesaikan

l

Indikator Tujuan :
Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

|

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan

Indikator Tujuan :

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

|

Terselenggaranya fasilitas kegiatan-kegiatan Keagamaan dan meningkatnya peran Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan di Kabupaten Bangkalan

Prosentase kegiatan keagamaan

Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah;
a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian

yang difasilitasi

c. Bidang PBJ d. Bidang Pembangunan

Persentase rancangan produk hukum
daerah yang menjadi produk hukum

daerah

Prosentase tersajikannya capaian
IKU Kabupaten Bangkalan dalam

LKjIP

|

v

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Program :

1. Persentase pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan monev Bidang Kesejahteraan dan

Keagamaan

2. Prosentase laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan
secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
3. Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan

hukum yang diselesaikan

¥

|
v

¥

Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator Program :

1. Persentase rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti

2. Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang di Monev

3. Indeks kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ

¥

v

4

v

Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Program :

Prosentase terfasilitasinya kegiatan Bidang Penataan
Organisasi

}

Kegi - A Kegiatan evaluasi N R ) Kegiatan Pemantauan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan
egiatan Administrasi - Kegiatan Fasilitasi dan Kegiatan Pelaksanaan " . - . P
. Pelaksanaan Kebijakan o - ) Kebijakan Sumber Daya Administrasi pengadaan Barang Kegiatan Penataan Organisasi
Tata Pemerintahan Kesej Koordinasi Hukum Kebijakan Perekonomian
esejahteraan Rakyat Alam Pembangunan dan Jasa
Persentase peningkatan Persentase terlaksananya Persentase Jumlah Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Persentase
. . e o e Persentase terlaksananya
penyusunan laporan Kegiatan Pembinaan terlaksananya Fasilitasi Bidang Fasilitasi Bidang Sumber elaksanaan Administrasi pengadaan Barang Persentase Dokumen Penataan
Penyelenggaraan Mental Spiritual dan Fasilitasi dan Perekonomian yang Daya Alam yang P dan jasa yang Organisasi yang tersusun

Pemerintah Daerah

Kesejahteraan

Koordinasi Hukum

dilaksanakan

Dilaksanakan

Pembangunan

terfasilitasi

¥

{

4

i

4

{

¥

¥

Sub Kegiatan Penataan
Administrasi
Pemerintahan

Sub Kegiatan Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental
Spiritual

Sub Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Produk
Hukum Daerah

Sub Kegiatan
Pengelolaan

Administrasi

Pemerintahan

Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan Otonomi
Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi,
Pelaksanaan Kebijakan
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Sosial

Sub Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum

Sub Kegiatan
Koordinasi,
Sinkronisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD
dan BLUD

Sub Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan

Pertanian Kehutanan
Kelautan dan Perikanan

Sub Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Program
Pembangunan

Sub Kegiatan
Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Sub Kegiatan Evaluasi,
Pelaksanaan Kebijakan
dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan
Masyarakat

Sub Kegiatan
Pendokumentasian
Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi
Hukum

Sub Kegiatan
Pengendalian dan
Distribusi
Perekonomian

Sub Kegiatan
Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil

Sub Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan

Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan
Pengendalian dan
Evaluasi Program

Pembangunan

Sub Kegiatan
Pengelolaan
LayananPengadaan
Secara Elektronik

Sub Kegiatan
Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan

Energi dan Air

Sub Kegiatan
Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan

Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan
dan Analisis Jabatan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana

Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik
dan Tata Laksana yang Tersusun

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah




